BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 455 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS PARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik guna menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
ilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu
embentuk Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas
enuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
rsih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong;

b. bpahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat SR (8 dang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
dang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
s¢bagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Thhun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
djubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tgntang Pembentukan Daerah Tingkat [I Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
engubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pgnetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tgntang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

dang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
blik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

mor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
mor 5038);

dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
mor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
mor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 444);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8L
MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pembina Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang sudah
berkomitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM);

b. melakukan pembinaan dengan cara memberikan asistensi
perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas/sarana
prasarana, yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk
mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi;

c. melakukan pengawasan terhadap proses Pelaksanaan
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas;

d. melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi Provinsi dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam rangka pencanangan pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan

e. memberikan dan mempertimbangkan penilaian terhadap
kinerja Tim Kerja Zona Integritas Perangkat Daerah menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal  Qrfember SoA"

BUPATI TAB

ﬁ MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 4\% /2025

TANGGAL 4 17, da9

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

NO. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM | KET
1. | Bupati Tabalong Pembina
2. | Wakil Bupati Tabalong Penanggung Jawab
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Ketua
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah ,
* Kabupaten Tabalong Wakil Ketoa
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah .
2 Kapbupaten '%labalong Sekretaris ‘
6. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Y. |
dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong g8 |
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan T T—
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong g8
9. | Sekretaris Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota
10 Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Anisota
" | Kabupaten Tabalong (5 Orang) g8
Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
11. | Organisasi Sekretariat Daerah  Kabupaten Anggota
Tabalong (2 Orang)
Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian
12. | Organisasi  Sekretariat Daerah  Kabupaten Anggota
Tabalong (2 Orang)
Analis SDM Aparatur pada Bagian Organisasi
18: Sekretariat Daer?ah Kabupaten Tabalong Anggola
Penelaah  Teknis Kebijjakan pada  Bagian
14. | Organisasi  Sekretariat Daerah  Kabupaten Anggota
Tabalong
Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi
15. | pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong !

MUHAMMAD NOOR RIFANI
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